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Kata kunci: Abstrak

Kepemimpinan Kelurahan Gurabesi tengah menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas
Transformasional; pelayanan publik di era digitalisasi pemerintahan. Dalam konteks ini,
Transformasi Digital; kepemimpinan lurah yang transformasional sangat diperlukan meskipun masih
Pelayanan Publik. ada sejumlah masalah dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi kepemimpinan lurah
dapat meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura
Utara, Kota Jayapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan merujuk pada teori Kepemimpinan Transformasional Bass dan Avolio
yang terdiri dari empat dimensi: idealized influence, inspirational motivation,
intellectual stimulation, dan individualized consideration. Tujuh informan yang
berpartisipasi mencakup Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi
Pemerintahan, seorang tokoh masyarakat, dan tiga masyarakat penerima
layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional lurah memiliki
dampak positif dalam meningkatkan pelayanan publik. Dimensi idealized
influence terlihat dari integritas dan keteladanan, sementara inspirational
motivation tercermin dalam komunikasi yang efektif dan penguatan visi
pelayanan. Dimensi intellectual stimulation mengarah pada dorongan inovasi dan
pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan individualized consideration
mencakup perhatian terhadap pengembangan kompetensi aparatur dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, peningkatan kompetensi
digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan sistem
pelayanan publik berbasis digital masih diperlukan untuk mencapai pelayanan
yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keywords: Abstrack

Transformational The Gurabesi Subdistrict is facing the challenge of improving the quality of public
Leadership; Digital services in the era of government digitalization. In this context, transformational
Transformation; Public leadership by the subdistrict head is essential, even though there are still a number
Service. of issues in public service delivery. This study aims to analyze how the

transformation of the subdistrict head’s leadership can improve public services in
the Gurabesi Subdistrict, North Jayapura District, Jayapura City. The method used is
a qualitative approach based on Bass and Avolio’s Transformational Leadership
theory, which consists of four dimensions: idealized influence, inspirational
motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. The seven
informants who participated included the village head, the village secretary, the
head of the government section, a community leader, and three service recipients.
Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and
documentation, and the data were then analyzed using an interactive analysis
model. The research findings indicate that the transformational leadership of village
heads has a positive impact on improving public services. The dimension of
“idealized influence” is evident in integrity and exemplary behavior, while
“inspirational motivation” is reflected in effective communication and the
reinforcement of the service vision. The intellectual stimulation dimension leads to
a drive for innovation and the utilization of information technology, whereas
individualized consideration encompasses attention to the development of civil
servants’ competencies and responsiveness to community needs. However,
improving digital competencies, strengthening information technology
infrastructure, and developing digital-based public service systems are still
necessary to achieve more effective, efficient, transparent, and accountable services.
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Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi prioritas strategis dalam reformasi birokrasi di berbagai
negara, termasuk Indonesia (Janowski, 2015). Teknologi informasi dan komunikasi kini dianggap
esensial dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan,
bukan sekadar inovasi administratif (Dunleavy et al., 2006). Sebagai fungsi utama pemerintahan,
pelayanan publik diharapkan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, menawarkan layanan yang
cepat, mudah diakses, responsif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat (World Bank, 2021).
Suksesnya transformasi digital tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada
kemampuan kepemimpinan untuk mengelola perubahan, menciptakan budaya kerja inovatif, dan
meningkatkan kapasitas aparatur (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2014). Penelitian tentang digitalisasi di
sektor publik mengungkapkan bahwa keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan,
pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan perubahan
budaya organisasi (Scholl & AlAwadhi, 2016).

Di tingkat pemerintah daerah, kelurahan sebagai unit yang berinteraksi langsung dengan
masyarakat, sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola organisasi (Osborne &
Gaebler, 1992). Lurah berperan sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi pelayanan
publik dalam era digital (Mulgan & Albury, 2003). Kepemimpinan adaptif menjadi krusial, mengingat
transformasi digital memerlukan perubahan pola pikir, peningkatan kompetensi digital, dan
kemampuan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (Heifetz et al., 2009). Dengan demikian, gaya
kepemimpinan yang diterapkan di lapangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan digitalisasi
pelayanan publik di kelurahan (Rainey, 2014).

Salah satu pendekatan kepemimpinan yang relevan dalam konteks ini adalah kepemimpinan
transformasional yang dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1994). Pendekatan ini menekankan
kemampuan pemimpin dalam memberikan pengaruh ideal, membangun motivasi inspiratif, mendorong
inovasi, serta memberikan perhatian pada kebutuhan individu (Bass & Riggio, 2006). Melalui dimensi
tersebut, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang responsif terhadap perubahan,
meningkatkan komitmen aparatur, dan mempercepat implementasi inovasi pelayanan publik berbasis
digital di tingkat lokal (Northouse, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan
yang signifikan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sihotang dkk. (2024) menjelaskan
bahwa kepemimpinan transformasional menjadi salah satu determinan utama Kkeberhasilan
implementasi e-government pada pemerintahan desa karena mampu meningkatkan kesiapan organisasi
dalam mengadopsi teknologi digital. Demikian pula Mulyani (2024) menyatakan bahwa transformasi
kepemimpinan publik menjadi faktor strategis dalam membangun birokrasi digital yang lebih adaptif
terhadap perubahan lingkungan. Penelitian Bustomi dkk. (2024) juga menemukan bahwa
kepemimpinan transformasional mendorong meningkatnya inovasi organisasi, efektivitas pelayanan,
serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Perkembangan digitalisasi pelayanan publik di Kota Jayapura menunjukkan adanya komitmen
pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pengembangan pelayanan berbasis digital melalui aplikasi
yang mempermudah masyarakat memperoleh berbagai layanan administrasi kependudukan dan
informasi publik. Penelitian Yumame (2024) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis digital di
Kota Jayapura memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan, mempercepat proses
administrasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan
pemerintah. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa keberhasilan digitalisasi
masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi aparatur, belum meratanya literasi
digital masyarakat, serta perlunya penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada wilayah Jayapura secara umum. Sawir dkk (2023).
menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik digital di wilayah Jayapura belum sepenuhnya
dimanfaatkan masyarakat karena masih terdapat keterbatasan sosialisasi, rendahnya pemanfaatan
layanan digital, serta perbedaan kondisi infrastruktur antarwilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan
bahwa transformasi digital tidak cukup hanya didukung oleh penyediaan teknologi, tetapi memerlukan
kepemimpinan yang mampu membangun komitmen organisasi dan meningkatkan kapasitas aparatur
dalam mengelola perubahan.
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Secara empiris, Kelurahan Gurabesi sebagai salah satu kelurahan di Distrik Jayapura Utara
memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup
tinggi. Berbagai pelayanan administrasi seperti surat keterangan, pengantar administrasi
kependudukan, pelayanan sosial, serta fasilitasi kegiatan masyarakat memerlukan pelayanan yang
cepat, akurat, dan transparan. Namun demikian, beberapa penelitian yang dilakukan di Kelurahan
Gurabesi menunjukkan masih adanya tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian
Rumi, Lamba, dan Sudiro (2024), misalnya, menemukan bahwa masih rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi, komunikasi
publik, dan penyebaran informasi oleh pemerintah kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
efektivitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh prosedur administrasi, tetapi juga oleh
kemampuan kepemimpinan dalam membangun komunikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat,
serta memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi.

Di sisi lain, penelitian mengenai efektivitas pelayanan publik di Kota Jayapura juga menunjukkan
masih ditemukannya berbagai kendala, seperti keterlambatan pelayanan, rendahnya responsivitas
aparatur, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik
memerlukan transformasi kepemimpinan yang mampu membangun budaya kerja profesional, inovatif,
dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik
bukan hanya persoalan penggunaan teknologi, tetapi merupakan proses perubahan organisasi yang
membutuhkan kepemimpinan transformasional sebagai penggerak utama. Meskipun berbagai
penelitian telah mengkaji digitalisasi pelayanan publik maupun kepemimpinan transformasional secara
terpisah, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana kepemimpinan
lurah di tingkat kelurahan berperan dalam mengoptimalkan transformasi digital pelayanan publik,
khususnya di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Kesenjangan penelitian ini menjadi penting untuk dikaji mengingat kelurahan merupakan garda
terdepan penyelenggaraan pelayanan publik yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat
serta menjadi ujung tombak implementasi berbagai kebijakan pemerintah. Sebagai unit pemerintahan
yang paling dekat dengan warga, kelurahan dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat,
responsif, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Namun demikian,
penelitian yang secara khusus mengkaji peran kepemimpinan transformasional lurah dalam
mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital, khususnya di Kelurahan Gurabesi, masih
relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghasilkan kajian yang
mampu menjelaskan bagaimana kepemimpinan transformasional berperan dalam membangun budaya
kerja yang inovatif, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap
pengembangan teori kepemimpinan transformasional dalam konteks pemerintahan lokal, tetapi juga
menghasilkan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam memperkuat kapasitas
kepemimpinan aparatur, mempercepat transformasi digital pelayanan publik, serta mewujudkan
pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat di era digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis
transformasi kepemimpinan lurah di era digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam mengenai praktik kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh
lurah dalam mendorong perubahan organisasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala
Seksi Pemerintahan, seorang tokoh masyarakat, serta tiga orang masyarakat penerima pelayanan yang
dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan
Gurabesi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi
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terhadap berbagai dokumen, seperti profil kelurahan, standar operasional prosedur pelayanan, laporan
kegiatan, dokumen administrasi, serta kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital dan
pelayanan publik. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi
waktu untuk memastikan konsistensi serta kredibilitas temuan penelitian. Analisis data menggunakan
model analisis interaktif Miles, et al (2019) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta
penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada empat dimensi
Kepemimpinan Transformasional menurut Bass dan Avolio, yaitu idealized influence, inspirational
motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration, sehingga diperoleh gambaran yang
komprehensif mengenai peran kepemimpinan lurah dalam mendukung transformasi digital dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Gurabesi.

Hasil dan Diskusi
Transformasi Kepemimpinan Lurah melalui Idealized Influence dan Inspirational Motivation

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan Lurah Gurabesi di era digital
telah diwujudkan melalui keteladanan, integritas, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan
membangun motivasi kerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil
wawancara dengan para informan, Kepala Kelurahan Gurabesi tidak hanya menjalankan fungsi
administratif, tetapi juga berperan sebagai pemimpin yang mampu memberikan contoh dalam
menjalankan tugas pemerintahan. Keteladanan tersebut tercermin dari kedisiplinan hadir tepat waktu,
keterbukaan dalam memberikan pelayanan, serta komitmen untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan
administrasi masyarakat secara cepat dan sesuai prosedur. Sikap tersebut secara tidak langsung
membentuk budaya kerja yang positif sehingga aparatur terdorong untuk meningkatkan
profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Yukl (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas
kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan pemimpin membangun kepercayaan (trust) melalui
integritas, konsistensi perilaku, dan keteladanan dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.
Kepercayaan yang dibangun oleh seorang pemimpin menjadi modal sosial yang sangat penting dalam
menciptakan organisasi publik yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam
konteks Kelurahan Gurabesi, kepercayaan aparatur terhadap Kepala Kelurahan terlihat dari
meningkatnya koordinasi antarpegawai, kemauan untuk melaksanakan arahan pimpinan, serta
terciptanya komunikasi yang lebih terbuka dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Di era digital, kepemimpinan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mengendalikan organisasi,
tetapi juga dari kemampuan mengelola perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan Gurabesi telah memanfaatkan media komunikasi
digital sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan media digital
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai persyaratan
administrasi, jadwal pelayanan, maupun berbagai program pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya perubahan paradigma pelayanan yang sebelumnya bersifat konvensional menuju pelayanan
yang lebih terbuka dan responsif.

Menurut Northouse (2022), pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menginspirasi
anggota organisasi untuk menerima perubahan sebagai bagian dari proses pengembangan organisasi.
Kepemimpinan yang inspiratif ditunjukkan melalui kemampuan membangun visi bersama,
memberikan motivasi, serta menciptakan optimisme dalam menghadapi perubahan. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan secara konsisten memberikan arahan, pembinaan, serta
motivasi kepada aparatur agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi.
Arahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga menekankan
pentingnya memberikan pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.

Motivasi yang diberikan oleh Kepala Kelurahan Gurabesi memberikan dampak positif terhadap
perubahan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Aparatur menjadi lebih
disiplin dalam mematuhi jam kerja, lebih bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas, serta lebih
responsif dalam menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan masyarakat. Selain itu, aparatur juga
menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi
dan penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa
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kepemimpinan transformasional mampu membangun komitmen organisasi melalui pendekatan
persuasif yang menekankan pemberian motivasi, pembinaan, dan keteladanan, dibandingkan
pendekatan yang bersifat instruktif. Kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif,
adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan
publik dan kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif new public service yang dikemukakan
Denhardt dan Denhardt (2015). Konsep tersebut menegaskan bahwa orientasi pelayanan publik bukan
semata-mata pada efisiensi birokrasi, tetapi pada kemampuan pemerintah melayani warga negara
sebagai mitra. Dalam penelitian ini, Kepala Kelurahan tidak hanya berupaya meningkatkan kecepatan
pelayanan, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat sehingga tercipta
hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan warga. Pendekatan tersebut memperlihatkan
bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara pemimpin,
aparatur, dan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa motivasi inspiratif yang diberikan oleh Kepala
Kelurahan Gurabesi mampu meningkatkan kesiapan aparatur dalam menghadapi transformasi digital
di lingkungan pemerintahan kelurahan. Melalui arahan yang jelas, pemberian semangat, serta
komunikasi yang terbuka, aparatur terdorong untuk lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi
informasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur tidak lagi
memandang penggunaan teknologi sebagai beban tambahan atau tuntutan administratif semata,
melainkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan, dan kualitas
pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner mampu
mengubah pola pikir aparatur dari budaya kerja yang bersifat administratif dan konvensional menuju
budaya kerja yang lebih inovatif, adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada pelayanan prima.
Perubahan pola pikir ini juga menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang modern, responsif, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat di era digital.

Dengan demikian, dimensi idealized influence dan inspirational motivation telah memberikan
kontribusi yang signifikan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik di Kelurahan Gurabesi. Keteladanan, integritas, komunikasi yang efektif, serta
kemampuan Kepala Kelurahan dalam membangun motivasi kerja aparatur menjadi fondasi utama
dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan.
Penerapan kedua dimensi tersebut juga mendorong aparatur untuk bekerja secara lebih profesional,
transparan, akuntabel, responsif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga
pelayanan publik dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara lebih optimal dan
berkelanjutan.

Transformasi Kepemimpinan melalui Intellectual Stimulation dan Individualized Consideration

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan Gurabesi telah berperan aktif dalam
mendorong aparatur untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, dan terbuka terhadap berbagai perubahan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era digital. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa
Kepala Kelurahan secara konsisten memberikan ruang kepada aparatur untuk menyampaikan gagasan,
saran, maupun alternatif penyelesaian terhadap berbagai kendala pelayanan yang dihadapi di lapangan.
Selain itu, Kepala Kelurahan juga mendorong aparatur agar tidak terpaku pada pola kerja administratif
yang bersifat konvensional, tetapi mulai memanfaatkan teknologi informasi dan media digital sebagai
sarana untuk mempercepat penyampaian informasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada
masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian aparatur merasakan adanya dukungan dan kepercayaan dari
pimpinan untuk mencoba cara-cara baru yang lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa
mengabaikan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi
kepemimpinan telah menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran.
Meskipun inovasi pelayanan digital masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya
terintegrasi dalam seluruh jenis pelayanan, temuan penelitian menunjukkan adanya komitmen yang
kuat dari pimpinan dan aparatur untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sebagai
bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang modern, responsif, dan berorientasi pada peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Publications
: Unit Publikasi llmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

94




JGPI E-ISSN: 2775-0140

| E ﬂ I Vol.6, No.2, Oktober 2026; pp. 90-97

Creck lar

Journal of Governance and Policy Innovation N Upcbcs

Menurut OECD (2023), transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh
ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan dalam menciptakan budaya inovasi,
kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin sektor publik dituntut mampu mendorong
aparatur untuk menghasilkan solusi baru terhadap berbagai permasalahan pelayanan sehingga
organisasi menjadilebih adaptifterhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, Kepala
Kelurahan memberikan ruang kepada aparatur untuk mengemukakan gagasan serta memanfaatkan
media digital sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut
memperlihatkan bahwa kepemimpinan telah berkembang dari pola birokratis menuju kepemimpinan
yang lebih partisipatif.

Temuan ini juga sejalan dengan konsep organisasi pembelajar (learning organization) yang
dikemukakan Senge (2006). Organisasi yang mampu bertahan menghadapi perubahan adalah
organisasi yang mendorong anggotanya untuk terus belajar, berbagi pengetahuan, dan melakukan
inovasi secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, dorongan pimpinan kepada aparatur untuk
memanfaatkan teknologi informasi menunjukkan adanya proses pembelajaran organisasi yang
mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses transformasi digital di
Kelurahan Gurabesi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa aparatur masih memerlukan
peningkatan kompetensi digital, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, pemanfaatan
aplikasi pelayanan, serta penggunaan media digital untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan
pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia masih
menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi transformasi digital.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan infrastruktur
teknologi informasi, akses internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, serta
pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi, masih menjadi tantangan dalam
mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Oleh karena itu, keberhasilan
transformasi digital tidak hanya bergantung pada kualitas kepemimpinan, tetapi juga memerlukan
dukungan kebijakan pemerintah daerah, alokasi anggaran yang memadai, penguatan infrastruktur
teknologi, serta program pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar mampu
beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi tuntutan pelayanan publik yang semakin
dinamis.

Pada dimensi individualized consideration, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan
Gurabesi memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi aparatur melalui pembinaan,
pendampingan, evaluasi, serta komunikasi yang intensif. Pendekatan tersebut menciptakan suasana
kerja yang kondusif sehingga aparatur merasa dihargai dan memiliki motivasi untuk meningkatkan
kinerja. Perhatian pimpinan tidak hanya diberikan kepada pegawai, tetapi juga kepada masyarakat
melalui pelayanan yang ramabh, terbuka, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan administrasi.

Menurut Goleman, Boyatzis, dan McKee (2013), kepemimpinan yang berlandaskan kecerdasan
emosional mampu meningkatkan keterlibatan pegawai, memperkuat hubungan interpersonal, serta
membangun budaya kerja yang positif. Pemimpin yang memahami kebutuhan individu akan lebih
mudah memperoleh komitmen aparatur sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.
Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perhatian personal yang diberikan oleh Kepala
Kelurahan berkontribusi terhadap meningkatnya semangat Kerja aparatur dan kualitas interaksi
dengan masyarakat.

Dalam perspektif pelayanan publik, Osborne (2021) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak
hanya diukur dari kecepatan penyelesaian administrasi, tetapi juga dari pengalaman masyarakat selama
memperoleh pelayanan. Pelayanan yang ramah, komunikatif, mudah diakses, dan responsif akan
meningkatkan kepuasan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Gurabesi merasakan adanya perubahan positif dalam sikap
aparatur yang lebih terbuka, komunikatif, dan bersedia membantu penyelesaian berbagai kebutuhan
administrasi.

Secara keseluruhan, dimensi intellectual stimulation dan individualized consideration
menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan di Kelurahan Gurabesi telah mengarah pada
terciptanya organisasi publik yang lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Kelurahan tidak hanya mendorong aparatur untuk berpikir kreatif dan terbuka terhadap
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perubahan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan ide, memanfaatkan
teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai bentuk inovasi. Di sisi lain,
perhatian yang diberikan kepada setiap aparatur melalui pembinaan, pendampingan, evaluasi, dan
komunikasi yang intensif telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan
motivasi dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Pendekatan tersebut berdampak
positif terhadap peningkatan kualitas hubungan kerja antaraparatur maupun antara pemerintah
kelurahan dengan masyarakat.

Walaupun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu
mendapat perhatian, terutama terkait peningkatan kompetensi digital aparatur, penguatan
infrastruktur teknologi informasi, serta pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital yang
lebih terintegrasi. Oleh karena itu, keberlanjutan transformasi digital di tingkat kelurahan memerlukan
komitmen pimpinan yang konsisten, dukungan kebijakan pemerintah daerah, alokasi sumber daya yang
memadai, serta program pengembangan Kkapasitas aparatur secara berkelanjutan. Sinergi antara
kepemimpinan yang transformasional, kesiapan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi
informasi diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan,
akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan tuntutan tata kelola
pemerintahan di era digital.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi kepemimpinan Lurah di era
digital telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di
Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Penerapan kepemimpinan transformasional
yang ditinjau melalui dimensi idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan
individualized consideration menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan mampu membangun budaya kerja
yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keteladanan, integritas,
serta kemampuan memotivasi aparatur telah meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen
dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif dan transparan. Selain itu, dorongan kepada
aparatur untuk berinovasi serta memanfaatkan teknologi informasi menunjukkan adanya perubahan
menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efektif.

Perhatian terhadap pengembangan kompetensi aparatur dan kebutuhan masyarakat juga
memperkuat hubungan kerja yang harmonis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah kelurahan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi digital
belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan kompetensi digital aparatur,
infrastruktur teknologi informasi, dan sistem pelayanan berbasis digital yang belum terintegrasi secara
menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari pimpinan, dukungan
kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan
infrastruktur digital agar transformasi kepemimpinan mampu menghasilkan pelayanan publik yang
lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di era digital.
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